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@ANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAROo

. bahwa dalam rangka pemanfatan ruang dalam pembangunana.
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar dan memenuhi
kebutuhan masyarakat dibidang telekomunikasi diperlukan
pengendalian dan pengawasan pembangunan menara agar
tersedianya jaringan telekomunikasi yang merata diseluruh
kawasan dengan tetap mempertimbangkan estetika lingkungan,

. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 110 huruf n Undang-b.
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi dikategorikan sebagai jenis retribusi jasa
umum,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Ganun Kabupaten Aceh
besar tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi:

. Undang-Undang Nomor7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan71
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan
Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092):

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-2
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 3209):

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi3.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 3881):
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. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan4.
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4389):

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan5.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844):

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan6.
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633):

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan7.
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5049):

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan8.0
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258):

. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
9.

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3980):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagianurusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

11.0anun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan Ganun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun. 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03):

Oo

12.Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah KabupatenAceh Besar Tahun 2008 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Besar Nomor 03):

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : GANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1
Dalam Ganun ini yang dimaksud dengan :

1 Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati:
Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan uruisan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing:

2

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri
atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar:

3.O

Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih
melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil:

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang
anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum:

5.

Ganun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan
Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan Kehidupan
Masyarakat Kabupaten Aceh Besar:

6.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan:

7.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap:

8.
Cc

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-
bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan
yang merupakan suatu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang
dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka
baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di
mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan dengan sarana penunjang
menempatkan perangkat telekomunikasi:

9.

mn
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10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan:

11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan:

P

12.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yangmenyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan:

13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan:

14.Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan
Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu:

15.Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagiwajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari PemerintahDaerah yang bersangkutan:
16.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran restribusi yang telah dilakukan dengan menggunakanformulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah:

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan restribusi yang menentukan besarnya jumiah pokok restribusi yang
terutang:

18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkatSKRDLB, adalah surat ketetapan restribusi yang menentukan jumlah kelebihan
restribusi karena jumlah kredit restribusi lehih besar daripada restribusi yang
terutang atau seharusnya tidak terutang:

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesionalberdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah:

20.Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yangdilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang denganbukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar.
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Pasal 3

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemenfaatan ruang untuk
menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan
kepentingan umum:

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan jasa
pengendalian menara telekomunikasi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk golongan retribusi jasaumum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

@

Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan
frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayananfasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspekkeadilan:

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya
bunga pinjaman, biaya operasional dan biaya pemeliharaan, biaya kebersihan, dan
biaya keamanan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 X (duapersen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan PajakBumi dan Bangunan.



BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Aceh Besar.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya1 (satu) tahun:
(2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat terbitnya SKRD atau dokumen lainnya

yang dipersamakan.
BAB IX

PENDAFTARAN
Pasai 110

(1) Wajib retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran:
(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan

jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau
kuasanya:

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETETAPAN RETPIBUSI

Pasal 12
() Berdasarkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya
yang dipersamakan:

(2) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

0



(3)

(4)

(1)

@)

(1)

(2)

3)

(4

(1

(2)

3)

(1)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa karcis, kupon dan kartu langganan. —.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yangditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan:
Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan retribusi daerah 'harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jamatau datam kurun waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan/atau lunas:
Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsurretribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapatdipertanggungjawabkan:
Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkandengan Peraturan Bupati:
Bupati atau Pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda
pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yangdapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan SuratSetoran Retribusi Daerah (SSRD):
Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan:

@

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diaturdengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurangmembayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 Y& (duapersen) perbulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar danditagih dengan menggunakan STRD: "



2

(1)

(2)

(3)

(4)

5)

(1)

(2)

(3)

4

(1)

(2)

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahuluidengan surat Teguran.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 18

Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati ataupejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan:
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertaialasan-alasan yang jelas:
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejaktanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkanbahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya:
Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatukeadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi:
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi danpelaksanaan penagihan retribusi.

0

Pasal 19

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal suratkeberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukandengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. :

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupati:
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang:
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidakmemberi suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggapdikabulkan.

Pasal 20

Jika pengajuan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihanpembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2 Y (duapersen) perbulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan:
Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasansampai dengan diterbitkan SKRDLB.
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(1

(2)

(3)

4

(5)

(8)

(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21
Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukanpermohonan pengembalian kepada Bupati:
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanyapermohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan:
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditampauidan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
Pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu ) bulan:
Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaranretribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut:
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan
SKRDLB:
Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 215 (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi:
Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22
Permohonan kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Bupati
dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. nama dan alamat wajib retribusi:
b. masa retribusi:
C. besarnya kelebihan pembayaran:
d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara
langsung atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasai 23
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah
membayar kelebihan retribusi:

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi
lainnya, sebegaimana dimaksud pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan
dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagaibukti pembayaran.



(1)

2)

(3)

(1)

(2

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi:
Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain denganmengangsur,
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur denganPeraturan Bupati.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangkawaktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabilawajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi:
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh jika:
a. diterbitkan surat teguran, dan/atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidaklangsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a,kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimannya surat tegurantersebut:

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) hurufb adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyaiutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah:
Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 26

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukanpenagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan:
Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi kabupaten yangsudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur denganPeraturan Bupati.
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1)

2

(3)

(1)

2)

(3)

(1)

(2)

BAB XVII
PEMERIKSAAN RETRIBUSI!

Pasal 27

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan retribusikabupaten:

Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkar buku atau catatan, dokumen yangmenjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objekretribusi yang terutang.
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yangdianggap periu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan:dan/atau
Cc. memberikan keterangan yang diperlukan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeriksaan restribusi diatur denganPeraturan Bupati.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28
Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atasdasar pencapaian kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberiwewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

Oo

bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum AcaraPidana yang beriaku.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau faporanberkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan ataulaporan tersebut menjadi lengkap dan jelas:

-1 -
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(3)

(1)

(2)

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atauBadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengantindak pidana retribusi daerah:
C. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi:
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah:
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadapbahan bukti tersebut:
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang retribusi:
9. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e:

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi:
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi:
J. menghentikan penyidikan:

O
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidanadi bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan:
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umummelalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan retribusi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
Cc

bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yangtidak atau kurang di bayar:
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Ganun ini, sepanjang mengenaipelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

-12-
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Pasal 32
Ganun ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Ganun ini
dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Disahkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Desember 2010 M

25 Muharram 1432 H

ai ACEH BESAR 9

BUKHARI DAUD
Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggai 31 Desember 2010 M

25 Muharram 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
» KABUPATEN ACEH BESAR4

ZULKIFLI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2010 NOMOR 11
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PENJELASAN
ATAS

GANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PENJELASAN UMUM

Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu pengaturan
kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dibidang pengendalian menara
telekomunikasi. Dalam ganun tersebut, diatur mengenai ketentuan pembangunanmenara dan ketentuan perizinannya. Pengaturan tersebut bertujuan agar
kebijakan yang ditempuh dalam pelaksanaannya dapat secara maksimal
mencapai daya guna dan hasil guna bagi masyarakat baik dari ekonomi maupunsosial kemasyarakatan.
Ketentuan pembangunan menara telekomunikasi, dalam implementasinya akan
berkaitan erat dengan kaidah tata ruang lingkungan dan estetika, sehingga
terhadap kegiatan tersebut, sebagai upaya pembinaan, pengendalian dan
pengawasannya adalah melalui mekanisme perizinan yang dalam prosesnyamelibatkan unstir masyarakat di sekitar lokasi pembangunan menara. Denganmekanisme tersebut diharapkan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah
Kabupaten Aceh Besar dalam implementasinya dapat memberikan keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembangunan menara telekomunikasi .

Oo

Selanjutnya, bagi masyarakat yang berkepentingan dalam kepemilikan izin
pembangunan menara telekomunikasi, salah satu bentuk peran serta atas
pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah melalui
pembayaran retribusi atas izin yang diperolehnya. Berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, penyelenggaraan pelayanan izin pembangunan menara telekomunikasi
selelur dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis perizinan yang menjadi objekretribusi perizinan tertentu.Cc
Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk ganun Kabupaten Aceh
Besar tentang Retribusi Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
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Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasa! 8

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan
dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan,
tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 Yo (dua persen) dari nilai jual objek
pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan
bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan
dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
tersebut.

Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas

O
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Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas
Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup Jelas
Pasal 31

Cukup Jelas
Pasal 32

Cukup Jelas

Oo

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 08
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